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Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tuntutan terhadap 
dilakukannya upaya dalam peningkatan penerimaan negara terutama di 
sektor perpajakan, baik dari segala perbaikan serta perubahan yang 
mendasar di segala aspek perpajakan. Salah satu tuntutan yang dimaksud 
adalah tuntutan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak di dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak lepas dari peran sistem 
administrasi perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah dan juga sikap 
dari masyarakat wajib pajak itu sendiri. Selain itu, upaya yang tidak kalah 
pentingnya adalah upaya pemerintah di dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan dari aparat pajak sehingga diharapkan akan berdampak pada 
kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
administrasi perpajakan dan kualitas layanan fiskus terhadap kepatuhan 
wajib pajak yang dimediasi oleh perilaku wajib pajak. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Data ini menggunakan sumber data 
primer yang berasal dari penggisian kuesioner dan wawancara dengan wajib 
pajak badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Malang selatan dan 
dibantu dengan berbagai data sekunder yang relevan. Data dikumpulkan 
menggunakan metode accidental sampling dan dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis jalur (Path Analysis) dalam aplikasi SPSS 
versi 20. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari baik administrasi 
perpajakan, kualitas layanan fiskus, dan perilaku wajib pajak secara 
langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel administrasi 
perpajakan dan kualitas layanan fiskus memiliki pengaruh signifikan ketika 
dimediasi melalui variabel perilaku wajib pajak. Oleh karena itu, 
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka seluruh hipotesis yang 
dibangun di dalam penelitian ini dapat diterima. Berbagai keterbatasan yang 
masih dialami oleh peneliti diharapkan menjadi sebuah tantangan bagi 
penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih 
menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan 
atas kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak badan. 
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Abstract 
 
The research was motivated by the demands of the increasing 
government revenues, especially in the sector of taxation, both form all 
repair and fundamental change in all aspects of taxation. One of them is the 
demans on taxpayer compliance. Taxpayer compliance in implementing the 
tax obligations can not be separated from the role of the tax administration 
system that has been determined by the government and also the attitude of 
the public taxpayer itself. In addition, one of the efforts that are not less 
important is the government’s efforts in improving taxpayer satisfaction 
through improved quality of service performed by the tax authorities which 
is expected to have an impact on taxpayer compliance. This study aims to 
determine the effect of the tax administration and the quality of service 
performed by tax authorities to taxpayer compliance is mediated by the 
behavior of taxpayer. 
This research is explanatory reseach using a quantitative approach. 
This data using primary data sources are derived from filling the 
questionnaire and interviews whit taxpayer that registered in tax office 
south Malang and assisted with a variety of relevant secondary data. Data 
were collected using accidental sampling method and analyzed by using 
path analysis in SPSS version 20. 
The results showed that both the tax administration, the quality of 
service performed by the tax authorities, and the behavior of taxpayer 
directly have a significant impact on taxpayer compliance. The results also 
show that the tax administration and the the quality of service performed by 
the tax authorities has a significant effect when mediated through the 
behavior of taxpayer. Therefore, based on the reseach that has been done, 
then all hypotheses that have been constructed in this study is acceptable. 
Various limitations faced by researchers is expected to become a challenge 
for future research to obtain reseach results further illustrate the factor that 
influence the increase taxpayer compliance. 
 
 
 
——————————      ——————————
Latar Belakang  
Pajak merupakan sumber penerimaan negara 
yang memiliki peranan sangat penting dari waktu ke 
waktu. Hal ini terkait dengan fungsi pajak itu 
sendiri yaitu sebagai fungsi budgetair dan 
regulerend. Fungsi budgetair, yakni pajak 
merupakan sumber penerimaan negara yang 
digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin 
pemerintah. Fungsi regulerend, pajak digunakan 
sebagai alat untuk mengatur atau melaksana-kan 
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, 
politik, kebudayaan, dan hankam (Mardiasmo, 
2003). 
Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya tax 
reform sistem perpajakan di Indonesia berubah dari 
official assessment system menjadi self assessment 
system. Dalam official assessment system tanggung 
jawab pemungutan terletak sepenuh-nya pada 
pemerintah, sedangkan dalam self assessment 
system Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk 
menghitung, memperhitung-kan, membayar/ 
menyetor dan me-laporkan besarnya pajak yang 
terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
per-pajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam self 
assessment system Wajib Pajak lebih dipandang 
sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Sebagai 
konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan 
pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan 
sanksi pajak. 
Untuk mewujudkan self assess-ment system 
dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Namun, 
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dalam kenyataannya belum semua potensi pajak 
yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib 
Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa 
pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik 
bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai 
warga negara yang baik. 
Kepatuhan wajib pajak memegang peranan 
penting untuk menentukan jumlah pajak yang 
berhasil dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP). Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, 
semakin berdampak pada peningkatan pajak. 
Pencapaian target penerimaan pajak dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber dana bagi pemerintah 
yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran negara. . 
Salah satu indikator rendahnya tingkat 
kepatuhan wajib pajak adalah dapat dilihat dari 
beberapa faktor yakni salah satunya dari seberapa 
besar jumlah surat teguran dan surat paksaan yang 
di keluarkan oleh DJP setiap tahunnya. Salah satu 
contoh yang menjadi pusat fokus peneliti dalam 
penelitian ini adalah jumlah surat teguran yang 
dikeluarkan oleh kantor KPP Malang selatan. 
 
Tabel 1. Daftar Tabel Tingkat Kepatuhan 
 
Tahun Wajib 
Pajak 
Terdaftar 
Wajib Pajak 
Efektif 
Wajib Pajak 
Non Efektif 
Surat 
Tegu-ran 
Tingkat 
Kepatuhan 
2011 59.432 39.177 20.255 886 66% 
2012 61.110 38.105 23.005 916 62% 
2013 62.384 40.287 22.097 968 56,86% 
          Sumber : http://www.pajak.go.id (2013) 
 
Dari data tabel diatas dapat kita lihat bahwa, 
adanya peningkatan setiap tahunnya jumlah surat 
teguran yang dikeluarkan oleh KPP Malang selatan 
dan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dari 
tahun 2011-2013, yang artinya disini adanya 
permasalahan yang menarik untuk diteliti oleh 
peneliti dan inilah alasan mendasarkan kenapa 
peneliti mengangkat judul pengaruh administrasi 
pajak, kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku 
wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak badan (studi 
pada KPP Malang Selatan).  
Menilai keberhasilan penerima-an pajak, perlu 
diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, 
seperti : 1) meningkatkan kepatuhan para pembayar 
pajak, dan 2) melaksanakan ketentuan perpajakan 
secara menyeluruh dan seragam untuk mendapatkan 
penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. 
Menurut Chaizi (2004) dalam Rapina, Jerry dan 
Yeni (2011), pengukuran efektifitas administrasi 
perpajakan yang lebih akurat adalah dengan 
mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (tax 
gap), yaitu selisih antara penerimaan yang 
sesungguh-nya dengan pajak potensial dengan 
tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor per-
pajakan. 
Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat 
diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam 
mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan 
kembali surat pem-beritahuan (SPT), kepatuhan 
dalam memperhitungkan dan membayar pajak 
terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran 
tunggakan. Isu ke-patuhan menjadi penting karena 
ketidakpatuhan secara bersamaan akan 
menimbulkan upaya meng-hindari pajak, seperti tax 
evosion dan tax avoidance, yang mengakibatkan 
berkurangnya penerimaan negara dari sektor 
perpajakan. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak 
dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi 
perpajakan yang meliputi tax service dan tax 
enforcement. Perbaikan administrasi perpajakan 
sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuahan 
wajib pajak. 
Pemungutan pajak bukan pekerjaan mudah, 
karena disamping diperlukan peran aktif dari 
petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari 
wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam 
membayar pajak antara lain, karena asas perpajakan 
yaitu bahwa hasil pemunggutan pajak tersebut tidak 
secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib 
pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak tidak 
merasakan wujud kongkret imbalan dari uang yang 
dikeluarkan untuk membayar pajak. 
Penelitian Caro dan Garcia (2007), 
menunjukkan bahwa indikator kualitas pelayanan 
ditentukan oleh tiga faktor yaitu kualitas interaksi, 
kualitas lingkungan fisik,dan hasil kualitas 
pelayanan. Yang dimaksud dengan kualitas 
interaksi di atas adalah tentang bagaimana cara 
fiskus dalam mengkomunikasikan pelayanan pajak 
kepada wajib pajak sehingga wajib pajak puas 
terhadap pelayanannya. Kualitas lingkungan fisik 
tentang bagaimana peranan kualitas lingkungan dari 
kantor pajak sendiri dalam melayani wajib pajak. 
Hasil kualitas pelayanan adalah apabila pelayanan 
dari fiskus dapat memberikan kepuasan terhadap 
wajib pajak maka persepsi wajib pajak terhadap 
fiskus akan baik sehingga dapat meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. 
Kata kualitas mengandung banyak definisi 
dan makna karena orang yang berbeda akan 
mengartikannya secara berbeda, seperti kesesuaian 
dengan persyaratan atau tuntutan, kecocokan 
untuk pemakaian perbaiakan, pemenuhan 
berkelanjutan, bebas dari kerusakan atau cacat, 
pemenuhan kebutuhan pelanggan, melakukan 
segala sesuatu yang membahagiakan. Sedangkan 
dalam perspektif TQM (Total Quality 
Management) kualitas dipandang secara lebih luas, 
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yaitu tidak hanya aspek hasil yang ditekankan 
tetapi juga meliputi proses, lingkungan dan 
manusia. Kualitas merupakan suatu kondisi 
dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 
manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi 
atau melebihi harapan. 
Faktor yang menyebabkan rendahnya tax 
ratio adalah rendahnya pendapatan per kapita, 
tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah 
(kesadaran masya-rakat akan kewajiban per-
pajakan masih sangat rendah), wajib pajak dalam 
melaporkan peredaran usaha dan penghasilan 
bersihnya belum dilakukan secara transparan, dan 
tingkat efesiensi administrasi perpajakan yang 
belum maksimal (Zaini, 2001). Rendahnya 
kesadaran masyarakat akan kewajiban per-pajakan 
ini seringkali disebabkan oleh karena 
ketidaktahuan masya-rakat akan aturan perpajakan. 
Rendahnya ratio pajak menunjukkan belum 
tergalinya potensi penerimaan pajak secara 
optimal. Soemitro dalam Yurzal dan Makhfatih 
(2000), menyatakan bahwa ketidak efisien 
pemungutan pajak disebabkan oleh kelemahan 
aparatur pajak, administrasi dan kesadaran wajib 
pajak yang rendah. Sedangkan Mangkoesoebroto 
dalam Yurzal dan Makhfatih (2000), menyatakan 
tidak efektifnya peraturan perpajakan disebabkan 
lemahnya sistem hukum dan sistem akuntansi di 
Indonesia. 
Perilaku dapat diartikan suatu respon 
organisme atau seseorang terhadap rangsangan 
dari luar subjek tersebut. Perilaku diartikan 
sebagai suatu aksi –reaksi organisme terhadap 
lingkungannya. Perilaku baru terjadi apabila ada 
sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan 
reaksi, yakni yang disebut rangsangan. Gibson et 
al (1996) menyatakan bahwa perilaku individu 
adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang, 
seperti berbicara, berfikir, atau tindakan dari suatu 
sikap. Sedangkan perilaku menurut Kurt Levin 
dalam Hardiningsih (1996), perilaku individu 
merupakan fungsi dari interaksi antar individu 
yang bersangkutan dengan lingkungan.  
Tinjauan Pustaka 
a. Administrasi Perpajakan Terhadap Perilaku 
Wajib Pajak 
Administrasi pajak merupakan cara-cara atau 
prosedur pengenaan dan pemungutan pajak 
(Lumbantoruan,1994). Administrasi pajak yang 
baik akan mempermudah wajib pajak untuk 
memenuhi kewajiban pajaknya. Komponen 
administrasi pajak yang terdiri dari 
kelengkapan instruksi dan kemudahan dalam E-
SPT dan E-filling akan mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak. Carolina (2011) dan 
Hardiningsih (2006) menemukan bahwa 
administrasi pajak berpengaruh terhadap 
perilaku wajib pajak dalam membayar 
sedangkan kemampuan membayar di pengaruhi 
oleh kondisi keuangan perusahaan (Bradley, 
1994). Semakin lengkap instruksi yang termuat 
dalam formulir dan kemudahan dalam 
mengakses E-filling dan E-SPT, maka wajib 
pajak akan menimbulkan kemauan membayar 
yang akan meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. Sebaliknya, semakin kurang lengkap 
instruksi yang disajikan, maka wajib pajak 
semakin tidak patuh. Penjelasan yang 
dipaparkan secara lengkap pada formulir pajak 
akan memudah-kan wajib pajak untuk 
memahami isi dan melaksanakannya. Instruksi 
yang disajikan secara lengkap dan mudah 
dimengerti akan memudahkan wajib pajak 
untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian 
sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis 
penelitian sebagai berikut : 
Hipotesis 1 : Administrasi perpajakan 
berpengaruh signifikan terhadap perilaku 
wajib pajak 
b. Kualitas Layanan terhadap Perilaku Wajib 
Pajak 
 
Memuaskan pelanggan adalah salah satu tujuan 
utama dari setiap bisnis, sedangkan konsep 
pelayanan dalam publik maupun privat banyak di 
definisikan oleh para ahli yang pada prinsipnya 
memberikan tekanan yang sama. Berkaitan dengan 
pelayanan kepada masyarakat, pemerintah harus 
mempersiapkan seluruh aparatnya untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. 
Kemampuan aparat merupakan syarat mutlak untuk 
menjaga citra instansinya, oleh karena itu perlu 
dijaga agar jangan terjadi hal-hal yang bisa 
mengangu tingkat kepuasan masyarakat yang 
dilayani. 
Penelitian yang dilakukan oleh 
Athanassopoulos (2001), menyata-kan bahwa 
dengan adanya layanan yang baik maka akan 
meningkatkan keinginan pelanggan untuk meng-
gunakan jasa layanan yang telah ada. Sedangkan 
Parvez (2009) menemukan dalam penelitiannya 
yakni dengan adanya kepuasan pelanggan maka 
akan meningkatkan loyalitas pelanggan. 
Berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian 
sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis penelitian 
sebagai berikut : 
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Hipotesis 2: Kualitas layanan berpengaruh 
signifikan terhadap perilaku wajib pajak. 
c. Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Perilaku menurut Gibson et al (1996) 
menyatakan bahwa perilaku individu adalah 
segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. 
Sedangkan menurut Kurt Levin (1996) juga 
menyatakan perilaku pada dasarnya merupakan 
fungsi dari interaksi antar personal dengan 
lingkungan. 
Berdasarkan tinjauan teori dan hasil 
penelitian sebelumnya dapat dirumuskan 
hipotesis penelitian sebagai berikut : 
Hipotesis 3: Perilaku wajib pajak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
d. Administrasi Perpajakan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Administrasi perpajakan (tax 
administration) adalah cara-cara atau prosedur 
pengenaan dan pemungutan pajak 
(Lumbantoruan, 1994). Administrasi pajak 
terdiri dari yaitu kelengkapan instruksi, 
kerumitan formulir, E-SPT, E-Filing, yang 
dimana disini sejauh mana pemahaman wajib 
pajak terhadap administrasi perpajakan. Keleng-
kapan instruksi berkaitan dengan penyajian 
instruksi yang terdapat dalam formulir yang 
harus diisi oleh wajib pajak ketika melaporkan 
pajaknya. Instruksi yang lengkap dapat 
membantu wajib pajak untuk memahami tata 
cara pengisian formulir secara tepat, sehingga 
dapat meminimalkan kesalahan wajib pajak. 
Kerumitan formulir berkaitan dengan tingkat 
kesulitan pengisian formulir.  
Suandy (2003), Nasucha (2003) dalam 
Gunadi (2004) menyatakan bahwa terdapat tiga 
unsur-unsur perpajakan yang dapat menimbulkan 
tax gap dan perencanaan pajak, yaitu 
administrasi pajak dan kualitas layanan. Hal 
tersebut menjelaskan bahwa administrasi pajak, 
kualiats layanan memiliki peran penting dalam 
membentuk kepatuhan wajib pajak. Dalam 
penelitiannya Hardika (2006) menyatakan bahwa 
hanya peraturan pajak dan administrasi pajak 
yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak, sedangkan kebijakan pajak tidak 
berpengaruh terhadap wajib pajak. Jadi dengan 
adanya administrasi perpajakan yang baik dan 
mudah di pahami maka akan mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tinjauan 
teori dan hasil penelitian sebelumnya dapat 
dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 
Hipotesis 4 : Administrasi perpajakan 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
e. Administrasi Perpajakan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Administrasi perpajakan (tax 
administration) adalah cara-cara atau prosedur 
pengenaan dan pemungutan pajak 
(Lumbantoruan, 1994). Administrasi pajak 
terdiri dari yaitu kelengkapan instruksi, 
kerumitan formulir, E-SPT, E-Filing, yang 
dimana disini sejauh mana pemahaman wajib 
pajak terhadap administrasi perpajakan. Keleng-
kapan instruksi berkaitan dengan penyajian 
instruksi yang terdapat dalam formulir yang 
harus diisi oleh wajib pajak ketika melaporkan 
pajaknya. Instruksi yang lengkap dapat 
membantu wajib pajak untuk memahami tata 
cara pengisian formulir secara tepat, sehingga 
dapat meminimalkan kesalahan wajib pajak. 
Kerumitan formulir berkaitan dengan tingkat 
kesulitan pengisian formulir.  
Suandy (2003), Nasucha (2003) dalam 
Gunadi (2004) menyatakan bahwa terdapat tiga 
unsur-unsur perpajakan yang dapat menimbulkan 
tax gap dan perencanaan pajak, yaitu 
administrasi pajak dan kualitas layanan. Hal 
tersebut menjelaskan bahwa administrasi pajak, 
kualiats layanan memiliki peran penting dalam 
membentuk kepatuhan wajib pajak. Dalam 
penelitiannya Hardika (2006) menyatakan bahwa 
hanya peraturan pajak dan administrasi pajak 
yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak, sedangkan kebijakan pajak tidak 
berpengaruh terhadap wajib pajak. Jadi dengan 
adanya administrasi perpajakan yang baik dan 
mudah di pahami maka akan mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tinjauan 
teori dan hasil penelitian sebelumnya dapat 
dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 
Hipotesis 4 : Administrasi perpajakan 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
Model Konseptual 
Model konseptual dapat disajikan pada 
gambar 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Model konseptual 
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Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dimana peneliti mengumpulkan data 
dengan terlebih dahulu dan menetapkan konsep 
sebagai variabel-variabel yang berhubungan 
yang bersumber dari teori yang sudah ada 
selanjutnya diturunkan menjadi hipotesis 
penelitian di sertai dengan peng-ukuran dan 
operasional variabel. Pendekatan kuantitatif 
dilandasi pada asumsi bahwa suatu gejala itu 
dapat diklasifikasikan, dan hubungan gejala 
bersifat kausal (sebab akibab) antar variabel 
konstruk melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 
2011). 
Penelitian ini adalah penelitian 
eksplanatori, yang dilakukan untuk menjelaskan 
fenomena yang terjadi. Menurut Sugiyono (2003) 
penelitian eksplanatori adalah penelitian yang 
bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-
variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu 
variabel dengan variabel yang lain. 
Lokasi penelitian dilakukan di Kota 
Malang Provinsi Jawa Timur. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Tabel 2 
H Variabel bebas Variabel 
terikat 
Beta Sig Keterangan 
1 Administrasi 
perpajakan (X1) 
Perilaku wajib 
pajak (Y1) 
0,450 0,000 Signifikan 
2 Kualitas layanan 
fiskus (X2) 
Perilaku wajib 
pajak (Y1) 
0,396 0,001 Signifikan 
3 Administrasi 
perpajakan (X1) 
Kepatuhan 
wajib pajak 
(Y2) 
0,292 0,032 Signifikan 
4 Kualitas layanan 
fiskus (X2) 
Kepatuhan 
wajib pajak 
(Y2) 
0,270 0,041 Signifikan 
5 Perilaku wajib 
pajak (Y1) 
Kepatuhan 
wajib pajak 
(Y2) 
0,294 0,035 Signifikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Diagram jalur 
 
Pengujian hipotesis 1 
 
Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan 
bahwa Administrasi perpajakan berpengaruh 
signifikan terhadap perilaku wajib pajak dapat 
diterima. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji regresi 
nilai probabilitas sebesar 0.000 lebih kecil dari 
signifikansi 0.05, menunjukkan hasil yang 
signifikan. Artinya administrasi perpajakan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
perilaku wajib pajak. Hasil uji statistik deskriptif 
juga menunjukkan bahwa skor rata-rata variabel 
Administrasi perpajakan sebesar 4.07 dan perilaku 
wajib pajak 4.51 yang termasuk dalam kategori 
tinggi. Hal ini mendukung bahwa administrasi 
perpajakan yang bagus akan meningkatkan perilaku 
wajib pajak. Indikator Kelengkapan instruksi (X1.1) 
memiliki skor rata-rata 3.93, termasuk dalam 
kategori tinggi. Item Instruksi yang termuat dalam 
peraturan pajak sudah sangat jelas dan terperinci 
(X1.1.1) terdapat 33 menjawab setuju dan 12 
menjawab sangat setuju. artinya wajib pajak secara 
keseluruhan memahami intruksi yang tertulis dalam 
formulir perpajakan. Item  
Koefisien jalur (beta) sebesar 0,450 yang 
mengindikasikan bahwa pengaruh administrasi 
perpajakan terhadap perilaku wajib pajak adalah 
positif. Artinya, semakin baik dan mudah 
administrasi perpajakan yang di tetapkan oleh 
pemerintah maka semakin bagus perilaku wajib 
pajak. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 
dilakukan oleh Carolina (2011) dan Hadiningsih 
(2006) menemukan bahwa administrasi 
berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam 
membayar sedangkan kemampuan membayar 
sangat di pengaruhi oleh kondisi keuangan 
perusahaan (Bradley, 1994). 
 
Pengujian hipotesis 2 
Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa 
Kualitas layanan fiskus berpengaruh terhadap 
perilaku wajib pajak dapat diterima. Hal ini 
dibuktikan oleh uji regresi nilai probabilitas  0,000 
lebih kecil dari signifikansi 0,05, menunjukkan hasil 
yang signifikan. Artinya kualitas layanan fiskus 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
perilaku wajib pajak. Hasil uji statistik deskriptif 
juga menunjukkan bahwa skor rata-rat variabel 
kualitas layanan fiskus  sebesar 4.25 dan variabel 
4.51 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini 
mendukung bahwa kualitas layanan yang baik akan 
mempengaruhi perilaku wajib pajak dan begitu juga 
sebaliknya. 
Koefisien jalur (beta) sebesar 0,396 dan 
probabilitas sebesar 0,000 hal ini yang 
mengindikasikan bahwa pengaruh kualitas layanan 
fiskus terhadap perilaku wajib pajak adlah positif. 
Artinya semakin tinggi persepsi wajib pajak 
terhadap kualitas layanan fiskus maka akan semakin 
tinggi pula persepsi fiskus terhadap perilaku wajib 
pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini 
0,450* 
(0,000) 
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sesuai dengan Perspektif TQM (total quality 
management) kualitas dipandang secara lebih luas, 
yaitu tidak hanya aspek hasil yang ditekankan, 
tetapi juga meliputi proses, lingkungan dan manusia. 
Hal ini nampak jelas dalam definisi yang 
dirumuskan oleh Tjiptono (2000) bahwa kualitas 
merupakan suatu kondisi dinamis yang 
berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, 
dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 
harapan. 
Caro & Garcia (2007) menunjuk-kan bahwa 
indikator kualitas layanan ditentukan oleh tiga 
faktor yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkung 
fisik, dan hasil kualitas layanan. Yang dimaksud 
dengan kualitas interaksi yaitu bagaimana cara 
fiskus dalam mengomunikasikan pelayanan pajak 
kepada wajib pajak sehingga wajib pajak puas 
terhadap pelayanannya. Kualitas lingkungan fisik 
yang dimaksud adalah bagaimana peranan kualitas 
lingkungan dari kantor pajak sendiri dalam 
melayani wajib pajak. 
Penelitian yang dilakukan oleh 
Athanassopoulos (2001), menyata-kan bahwa 
dengan adanya layanan yang baik maka akan 
meningkatkan keinginan pelanggan untuk 
menggunakan jasa layanan yang telah ada. 
Sedangkan Parvez (2009) menemukan dalam 
penelitiannya yakni dengan adanya kepuasan 
pelanggan maka akan meningkatkan loyalitas 
pelanggan. 
 
Pengujian hipotesis 3 
Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa 
Administrasi perpajakan berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Hal 
ini dibuktikan oleh hasil uji regresi nilai probabilitas 
0,000 karena lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, 
hal ini menunjukkan hasil yang signifikan. Artinya 
administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji 
statistic deskriptif juga menunjukkan bahwa skor 
rata-rata variabel administrasi perpajakan 4.07 dan 
variabel kepatuhan wajib pajak 4.45 yang termasuk 
dalam kategori tinggi. Hal ini mendukung bahwa 
administrasi perpajakan yang mudah di pahami, 
dimengerti dan dilaksanakan akan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. 
Koefisien jalur (beta) sebesar 0,292 yang 
mengindikasikan bahwa pengaruh administrasi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 
positif. Artinya semakin tinggi persepsi wajib pajak 
terhadap administrasi perpajakan yang baik, mudah 
dipahami, dimengerti, dilaksanakan maka akan 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara 
keseluruhan. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang dikemukakan oleh Suandy (2003), 
Nasucha (2003) dalam Gunadi (2004) menyatakan 
bahwa terdapat tiga unsur-unsur perpajakan yang 
dapat menimbulkan tax gap dan perencanaan pajak, 
yaitu administrasi pajak dan kualitas layanan. Hal 
tersebut menjelaskan bahwa administrasi pajak, 
kualiats layanan memiliki peran penting dalam 
membentuk kepatuhan wajib pajak. Dalam 
penelitiannya Hardika (2006) menyatakan bahwa 
hanya peraturan pajak dan administrasi pajak yang 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 
sedangkan kebijakan pajak tidak berpengaruh 
terhadap wajib pajak. 
 
Pengujian hipotesis 4 
Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan 
bahwa Kualitas layanan fiskus berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Hal 
ini dibuktikan oleh hasil uji regresi nilai probabilitas 
0,000 karena lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, 
hal ini menunjukkan hasil yang signifikan. Artinya 
kualitas layanan fiskus mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji 
statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa skor 
rata-rata variabel kualitas layanan fiskus sebesar 
4.51 dan kepatuhan wajib pajak 4.45 yang termasuk 
dalam kategori tinggi. Hal ini mendukung bahwa 
kualitas layanan fiskus yang tinggi akan 
menghasilkan kepatuhan wajib pajak yang 
meningkat. Dan begitu juga sebaliknya apabila 
kualitas layanan fiskus rendah maka dapat 
menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. 
Koefisein jalur (beta) sebesar 0.294 yang 
mengindikasikan bahwa pengaruh kualitas layanan 
terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif. 
Artinya semakin tinggi persepsi wajib pajak 
terhadap kualitas layanan fiskus maka akan semakin 
tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penlitian 
ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh  Puspita (2012) menyatakan bahwa kualitas 
layanan merupakan faktor penting yang dapat 
membentuk perencanaan pajak dan kepatuhan wajib 
pajak. Akan tetapi hasil penelitian Siahaan (2012) 
menemukan bahwa tidak ada pengaruh antar 
kualitas layanan aparat pajak dengan kepatuhan 
wajib pajak. 
Pengujian hipotesis 5 
Hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa 
perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Hal ini 
dibuktikan oleh hasil uji regresi nilai probabilitas 
0,000 karena lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, 
hal ini menunjukkan hasil yang signifikan. Artinya 
perilaku wajib pajak berpengaruh yang signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji statistik 
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deskriptif juga menunjukkan bahwa skor rata-rata 
variabel perilaku wajib pajak sebesar 4.51 dan 
variabel kepatuhan wajib pajak 4.45 yang termasuk 
dalam kategori tinggi. Hal ini mendukung bahwa 
perilaku wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak.  
Koefisien jalur (beta) sebesar 0,270 yang 
mengindikasikan bahwa pengaruh perilaku wajib 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif. 
Artinya semakin tinggi persepsi tentang perilaku 
wajib pajak yang bagus akan mempengaruhi tingkat 
kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Gibson et al (1996) menyatakan bahwa 
perilaku individu adalah segala sesuatu yang 
dilakukan oleh seseorang. Sedangkan menurut Kurt 
Levin (1996) juga menyatakan perilaku pada 
dasarnya merupakan fungsi dari interaksi antar 
personal dengan lingkungan. 
Gibson (1987) juga menyatakan variabel-
variabel yang mempengaruhi perilaku individu 
antara lain yakni variabel kemampuan dan 
kemauan , latar belakang pribadi dan demografis. 
Variabel kemampuan dan kemauan merupakan 
faktor utama yang mempengaruhi perilaku kerja dan 
kinerja individu, sedangkan variabel demografis 
mempunyai pengaruh tidak langsung. 
 
Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian baik 
secara deskriptif maupun secara inferensial yang 
telah dilakukan terhadap teoritis dan model 
hipotesis penelitian ini, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Administrasi perpajakan ber-pengaruh positif 
dan signifikan terhadap perilaku wajib pajak. 
Hasil pengujian ini Artinya administrasi 
perpajakan mem-punyai pengaruh yang 
signifikan terhadap perilaku wajib pajak. Hasil 
uji statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa 
skor rata-rata variabel Administrasi perpajakan 
sebesar 4.07 dan perilaku wajib pajak 4.51 
yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini 
mendukung bahwa administrasi perpajakan 
yang bagus akan meningkatkan perilaku wajib 
pajak.  
2. Kualitas layanan fiskus terbukti berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap perilaku wajib 
pajak. Artinya kualitas layanan fiskus 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
perilaku wajib pajak. Hasil uji statistik 
deskriptif juga menunjukkan bahwa skor rata-
rat variabel kualitas layanan fiskus  sebesar 
4.25 dan variabel 4.51 yang termasuk dalam 
kategori tinggi. Hal ini mendukung bahwa 
kualitas layanan yang baik akan mempengaruhi 
perilaku wajib pajak dan begitu juga sebaliknya. 
3. Perilaku wajib pajak terbukti berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Artinya perilaku wajib pajak 
berpengaruh yang signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hasil uji statistik 
deskriptif juga menunjukkan bahwa skor rata-
rata variabel perilaku wajib pajak sebesar 4.51 
dan variabel kepatuhan wajib pajak 4.45 yang 
termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini 
mendukung bahwa perilaku wajib pajak yang 
tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. 
4. Administrasi perpajakan terbukti berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Artinya administrasi perpajakan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hasil uji statistic 
deskriptif juga menunjukkan bahwa skor rata-
rata variabel administrasi perpajakan 4.07 dan 
variabel kepatuhan wajib pajak 4.45 yang 
termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini 
mendukung bahwa administrasi perpajakan 
yang mudah di pahami, dimengerti dan 
dilaksanakan akan meningkat-kan kepatuhan 
wajib pajak. 
5. Kualitas layanan fiskus terbukti berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Artinya kualitas layanan fiskus 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hasil uji statistik 
deskriptif juga menunjukkan bahwa skor rata-
rata variabel kualitas layanan fiskus sebesar 
4.51 dan kepatuhan wajib pajak 4.45 yang 
termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini 
mendukung bahwa kualitas layanan fiskus yang 
tinggi akan menghasilkan kepatuhan wajib 
pajak yang meningkat. Dan begitu juga 
sebaliknya apabila kualitas layanan fiskus 
rendah maka dapat menurunkan tingkat 
kepatuhan wajib pajak. 
 
Saran  
Dari hasil penelitian, diajukan beberapa saran 
yang bisa digunakan sebagai bahan 
pertimbangan bagi peneliti lain dalam bidang 
perpajakan yang akan melakukan penelitian 
lanjutan. 
1. Peneliti selanjutnya perlu mengkaji lebih 
dalam tentang variabel kepatuhan wajib 
pajak meng-gunakan teori yang lain dari 
para ahli dengan indikator yang berkaitan 
dengan kepercayaan, keinginan dan 
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perencanaan pajak yang dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
badan. 
2. Peneliti yang selanjutnya perlu mengkaji 
lebih dalam lagi untuk menggunakan teori 
perilaku yang lain dengan indikator yang 
perlu penyesuaian yang di pakai sebagai 
dasar menilai kepatuhan wajib pajak. 
3. Pengumpulan data pada penelitian 
mendatang dirasa perlu menggunakan 
instrument selain angket/kuesioner seperti 
wawancara langsung kepada responden. 
4. Penelitian selanjutnya dapat melakukan 
penelitian terhadap wajib pajak 
berdasarkan jenis usaha, skala usaha, 
sehingga dapat diketahui perbedaan 
pemahaman wajib pajak terhadap aturan, 
layanan, fasilitas yang diberikan oleh 
fiskus. 
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